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PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA.

ABSTRAK - Untuk menindaklanjuti ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan kinerja DPRD Kota Salatiga dipandang perlu mengatur
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD memperoleh
Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi yang meliputi Acara Resmi
Pusat yang diselenggarakan di Daerah dan Acara Tingkat Daerah yang
menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat.
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CATATAN :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: Uang Representasi,
Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah,
Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan
Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2005;
Penjelasan 7 him, Lampiran 9 him.
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